
 

 

 

 

 

BUPATI WONOSOBO 

PROVINSI JAWA TENGAH 

 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO 

NOMOR 1 TAHUN 2019 

 

TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO 

NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM 

 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

 

BUPATI WONOSOBO, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada 

masyarakat dan kemandirian Daerah, Pemerintah Daerah 

perlu menyediakan kemanfaatan umum yang dapat 

dinikmati masyarakat; 

b. bahwa retribusi Daerah merupakan salah satu sumber 

pendapatan Daerah yang penting guna membiayai 

pelaksanaan Pemerintahan Daerah dilaksanakan 

berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, 

peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan 

memperhatikan potensi Daerah;  

c. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi 

Republik Indonesia Nomor : 46/PUU-XII/2014, Penjelasan 

Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak memiliki 

kekuatan hukum mengikat sehingga Peraturan Daerah 

Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2011 tentang 

Retribusi Jasa Umum khususnya yang mengatur besarnya 

tarif retribusi menara telekomunikasi perlu 

menyesuaikan; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut 

pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu 

membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas 

Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 

2011 tentang Retribusi Jasa Umum; 

Mengingat  : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

 

 

SALINAN 



2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;  

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan 

Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1960 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 2043);  

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 

Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3209);  

5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan 

Dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3469);  

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 

76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 

105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5755);  

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan 

Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 

33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3817);  

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari 

Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);  

9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang 

Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3881);  

10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4286); 

11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  

12. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 



Indonesia Nomor 4400);  

13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438);  

14. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4444);  

15. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 

Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4725);  

16. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5049);  

17. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 

140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5059); 

18. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234); 

19. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang 

Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5492);  

20. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang 

Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 

36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang 

Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 



(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 

90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5145);  

22. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak 

Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas 

Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3643);  

23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578);  

24. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 

Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan 

Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 13 Tahun 

2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten 

Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 

2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Wonosobo Nomor 2); 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 

2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 

Kabupaten Wonosobo Tahun 2011-2031 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2011 Nomor 2, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 

2); 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 

2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah 

Kabupaten Wonosobo Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3); 

 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO 

dan 

BUPATI WONOSOBO 

 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan  : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 3 

TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM. 

 



 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 

Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten 

Wonosobo Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Wonosobo Nomor 3) diubah, sebagai berikut : 

 

1. Ketentuan Pasal 1 angka 2 dan angka 4 diubah, sehingga keseluruhan 

Pasal 1 berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :  

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.  

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.  

3. Bupati adalah Bupati Wonosobo.  

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.  

5. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan 

kesatuan,  baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan 

usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, 

perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan 

nama dan dalam bentuk apapun firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, 

persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi 

sosial politik atau organisasi massa yang sejenis, lembaga, bentuk 

usaha tetap dan bentuk badan lainnya.  

6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan 

Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu 

yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah 

untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.  

7. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan 

yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang 

dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.  

8. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh 

Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum 

serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.  

9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut 

peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan 

pembayaran Retribusi termasuk pemungut atau pemotong Retribusi 

tertentu.  

10. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas 

waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan 

tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.  

11. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari 

penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya 

retribusi yang terutang  sampai kegiatan penagihan retribusi kepada 

Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.  

12. Utang Retribusi adalah retribusi yang masih harus dibayar termasuk 

sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang 



tercantum dalam surat ketetapan retribusi atau surat sejenisnya 

berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

13. Penagihan Retribusi adalah serangkaian tindakan agar Wajib Retribusi 

melunasi Utang Retribusi dan biaya penagihan retribusi dengan 

menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan 

sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, 

melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual 

barang yang telah disita.  

14. Insentif Pemungutan adalah  tambahan penghasilan yang diberikan 

sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan 

pemungutan retribusi.  

15. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang 

ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah 

dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah.  

16. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD 

adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah 

dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan 

cara lain ke Kas Umum Daerah melalui tempat pembayaran yang 

ditunjuk oleh Kepala Daerah.  

17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD 

adalah surat ketetapan Retribusi yang yang menentukan besarnya 

jumlah pokok Retribusi yang terutang.  

18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya 

disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan 

jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi 

lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak 

terutang.  

19. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD 

adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi 

administrasi berupa bunga dan/atau denda.  

20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah 

data keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan 

profesional berdasarkan suatu  standar pemeriksaan untuk menguji 

kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan Retribusi 

Daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan 

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan 

Retribusi Daerah.  

21. Penyidik adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah 

Daerah yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan 

tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.  

22. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah 

serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri 

Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta 

mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak 

pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menentukan 

tersangkanya.  

23. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS, adalah 

Pejabat PPNS di lingkungan pemerintah Daerah yang diberi wewenang 

khusus oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan 

penyelidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah. 



 

2. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 23 berbunyi, 

sebagai berikut : 

Pasal 23 

(1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi pelayanan 

pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi selama 1 (satu) 

tahun. 

(2) Frekuensi pelayanan pengawasan dan pengendalian sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) 

tahun. 

(3) Indeks variabel jarak tempuh ditetapkan sebagai berikut : 

NO LOKASI NILAI INDEKS 

1. < 5 km 0,9 

2. 5 – 25 km 1,0 

3. > 25 km 1,1 

(4) Indeks variabel ketinggian Menara ditetapkan sebagai berikut : 

NO KETINGGIAN (m) NILAI INDEKS 

1. ≥ 70 1,15 

2. ≥ 50 1,05 

3. ≥ 40 0,95 

4. ≥ 30 0,85 

 

3. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 37 berbunyi 

sebagai berikut : 

 

Pasal 37 

(1) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan dengan 

formulasi sebagai berikut : 

RPMT : Hasil Perkalian indeks variable x tarif Retribusi. 

(2) Tarif Retribusi ditetapkan sebesar Rp. 3.394.000,00 (tiga juta tiga ratus 

sembilan puluh empat ribu rupiah). 

(3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditinjau kembali 

paling lama 3 (tiga) tahun sekali. 

(4) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 

 

4. Ketentuan Pasal 47 ayat (1) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 47 

berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 47 

(1) Perangkat Daerah  yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat 

diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.  

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 

melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.  

(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud 

ada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 

 

 

 

 

 



Pasal II 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 

Wonosobo. 

 

 

 Ditetapkan di Wonosobo 

pada tanggal 25 Maret 2019 

 

BUPATI WONOSOBO, 

 

ttd 

 

EKO PURNOMO 

 

Diundangkan di Wonosobo 

pada tanggal 26 Maret 2019 

 

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO, 

 

ttd 

 

MUHAMMAD ZUHRI 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2019 NOMOR 1 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM 
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO 

 
 
 

M. NURWAHID, S.H. 
Pembina 

19721110 199803 1 013 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO, PROVINSI JAWA 

TENGAH: (1-61/2019) 



PENJELASAN 

ATAS 

 PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO  

NOMOR 1 TAHUN 2019 

TENTANG  

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 

3 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM 

 

 

I. UMUM 

Sejalan dengan peningkatan kebutuhan masyarakat dan 

perkembangan pembangunan di wilayah Kabupaten Wonosobo, Pemerintah 

Kabupaten Wonosobo perlu untuk memberikan jasa yang disediakan atau 

diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan 

kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan di 

Kabupaten Wonosobo.  

Dan untuk mendukung kelancaran serangkaian kegiatan Pemerintah 

Kabupaten Wonosobo diatas, perlu untuk melaksanakan pungutan Daerah 

sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh 

Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum 

serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.  

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka segala peraturan 

Kabupaten Wonosobo yang mengatur jenis-jenis Retribusi Jasa Umum 

perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan peraturan perundang-

undangan yang baru.  

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi diatur dalam Pasal 

124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Pasal tersebut menyatakan 

bahwa Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf n adalah pemanfaatan ruang 

untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, 

keamanan, dan kepentingan umum. Dalam Penjelasan Pasal 124 

dinyatakan bahwa mengingat tingkat penggunaan jasa pelayanan yang 

bersifat pengawasan dan pengendalian sulit ditentukan serta untuk 

kemudahan penghitungan, tarif retribusi ditetapkan paling tinggi 2 % (dua 

persen) dari nilai jual objek pajak yang digunakan sebagai dasar 

penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan menara telekomunikasi, yang 

besarnya retribusi dikaitkan dengan frekuensi pengawasan dan 

pengendalian menara telekomunikasi tersebut.  

Terkait ketentuan tentang Retribusi Pengendalian Menara 

Telekomunikasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 

Tahun 2009 sebagaimana telah disebutkan di atas, pada Tahun 2014 

terdapat permohonan uji materiil terhadap Penjelasan Pasal 124 Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang mengatur perhitungan tarif Retribusi 

Pengendalian Menara Telekomunikasi, sedangkan norma yang dijadikan 

sebagai dasar pengujian adalah Pasal 28 D dan 28 F UUD 1945. 

Atas permohonan uji materiil tersebut, dalam Amar Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014 menyatakan bahwa:  

1.  Penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 

Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 



Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5049) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  

2.  Penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 

Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5049) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.  

Sehubungan dengan hal di atas, maka perlu 

menyesuaikan/mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 

3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum khususnya pengaturan 

mengenai penetapan besaran tarif Retribusi Menara Telekomunikasi. 

 

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 

Cukup jelas. 

Pasal 23 

Cukup jelas. 

Pasal 37 

ayat (1) 

Perhitungan tarif retribusi sebesar Rp. 3.394.000,00 berasal dari :  

Uraian Jumlah Volume Biaya (Rp) Total Biaya (Rp) 

Transportasi 1 Tim 88 Hari 550.000,00 48.400.000,00 

Uang Harian 5 Orang 88 Hari 875.000,00 385.000.000,00 

ATK 1 Tahun 1 Paket 6.000.000,00 6.000.000,00 

Komponen 

Habis Pakai 

Lainnya 

131 

Menara 

2 

Kunjungan 
20.000,00 5.240.000,00 

Biaya Pertahun  444.640.000,00 

Tarif Retribusi =
444.640.000

131
 

Tarif Retribusi = Rp. 3.394.198,00 dibulatkan Rp. 3.394.000,00 

ayat (2) 

Perhitungan besarnya retribusi adalah sebagai berikut : 

RPMT = (ILM x IKM) x Tarif Retribusi 

Keterangan : 

RPMT : Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi 

ILM : Indeks Lokasi Menara 

IKM : Indeks Ketinggian Menara 

ayat (3) 

Penentuan lokasi diperhitungkan dari pusat kota Kabupaten 

Wonosobo. 

ayat (4) 

 Cukup jelas. 

Pasal 47  

ayat (1)  

Yang dimaksud dengan  Perangkat Daerah  yang melaksanakan 

pungutan adalah dinas/badan/lembaga yang tugas pokok dan 

fungsinya melaksanakan pemungutan Retribusi.  

 

 



ayat (2)  

Pemberian besarnya insentif dilakukan melalui pembahasan yang 

dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan alat kelengkapan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah yang membidangi masalah keuangan.  

ayat (3)  

Cukup Jelas. 

 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 1 

 

 


